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Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan program
pembangunan pemerintah. Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah
yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan cara mengendalikan jarak
kelahiran dan membatasi kelahiran. Tujuan lain dari keluarga berencana adalah untuk
meningkatkan kualitas generasi masa depan. Dalam program keluarga berencana di
Kecamatan Semarang Barat, partisipasi masyarakat merupakan wujud kepedulian
masyarakat untuk berbagi dukungan salah satu kebijakan publik dari program pemerintah
nasional dalam upaya pengendalian populasi dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Semarang
Barat yang merupakan perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Semarang bertindak sebagat pengawas, pejabat eksekutif dan pemerintah:
yang menangani masalah keluarga berencana di Semarang Barat. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam program perencanaan di
Kecamatan Semarang Barat, menganalisis implementasi program kebijakan keluarga
berencana, dan faktor partisipasi masyarakat dalam program perencanaan. Dengan
menggunakan metode analisis kualitatif menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan
belum dilakukan. Indikasinya menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan
dalam pencapaian Keluarga Berencana Baru. Ini mempengaruhi beberapa faktor,
termasuk, kemampuan untuk komunikasi (konseling) petugas Keluarga Berencana yang
masth rendah, kualitas sumber daya masih rendah, hal ini berimbaspada rendahnya
disposisi 1mplementator, dan juga struktur organisasi di kecamatan yang belum
ditetapkan. Kenyataan lainnya selain empat dimensi tersebut, dimensi kontek kebijakan
juga mempengaruhi implementasi, yang diantaranya adalah pengaruh agama, b
masyarakat dimana perempuan lebih mengalah dan menerima serta juga kurangnys @10
penyuluhan untuk pasangan usia subur.

Kata kunci : Partisipasi, Program Keluarga Berencana, Kebijakan Publik
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Abstract

Public participation is an important aspect in the success of the goverment’s
developtment program. Family Planning is one of the government programs that aims to
control the number of resident with a way to control birth spacing and limiting births.
Another goal of family planning is to improve the quality of future generations. The
family planning program in Sub-district West Semarang, the public participation is a form
of public awareness to share the support of the public policy from national government’s
program as an effort to control the population and improving the quality of human
resources. Department of Population and Family Planning (Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana) in Sub-district West Semarang Barat which is representative of
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Semarang City acts as a
supervisor, executive and government official which deal with matter of family planning
in Sub-district West Semarang. The purpose of this research is to analyze the form of
community participation in family planning program in Sub-district West Semarang,
policy of family planning programs implementation, and the factors of community
participation in family planning programs. The research methods use qualitative methods
and conclude that the policy implementation has not been done. The women’s
participation attainment of New Family Planning is still low. This participation is
influenced by some factors, including, the officer capability to communicate (counseling)
of Family Planning is still low, also the resource quality, it induce to lower dispotition of
implementation officer, and also organization chart in sub-district not yet fixed. Besides
the four dimensions mentioned, the policy context also influence the implementation of
family planning program, including, influence of the religion, the culture in society where
women has to succumb and accept, and also lack of counseling media for couples
childbearing age. :

Keywords: Participations, Family Planning Program, Public Policy
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
1. Kondisi Unmum Wilayah Penelitian
Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang. Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu wilayah
kecamatan di Kota Semarang yang mempunyai luas 1.873,87 hektar. Secara
| geografis Kecamatan Semarang Barat terdiri dari dataran rendah dan sebagian
3 kecil daerahnya berbukit, lahannya dimanfaatkan untuk bangunan, jalan
lingkungan dan beberapa ruang terbuka untuk fasilitas wmum seperti lapangan
olah raga dan pertamanan. (Kecamatan Semarang Barat, 2016)
Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa ;
Sebelah Barat : Kecamatan Ngalian dan Tugu ;
Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Utara dan ;

Sebelah Timur  : Kecamatan Ngalian ;

Kecamatan Semarang Barat terdini dari 16 (Enam belas) Wilayah
Kelurahan, yaitu: Kelurahan Ngemplak Simongan; Kelurahan Manyaran;
Kelurahan Krapyak; Kelurahan Tambakharjo; Kelurahan Kalibanteng Kulon;
Kelurahan Kalibanteng Kidul; Kelurahan Gisikdrono; Kelurahan Bongsari;

Kelurahan Bojong Salaman; Kelurahan Salaman Mloyo; Kelurahan Cabean;
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Kelurahan Karangayu; Kelurahan Krobokan; Kelurahan Tawangsari;
Kelurahan Tawang Mas; Kelurahan Kembangarum. (Kec.Semarang Barat,
2016)

Enam belas (16) wilayah kelurahan tersebut tersusun atas 933 wilayah
administrasi Rukun Tetangga (RT) yang berhimpun dalam 138 Rukun Warga
(RW). Dimapa luas wilayah kecamatan Semarang Barat sebesar 1.873,870
hektar, dengan wilayah kelurahan paling luas yaitu kelurahan Tawangsari
209,210 hektar, dan sedangkan kelurahan dengan luas wilayah paling kecil
adalah kelurahan Cabean, yang hanya seluas 27,500 hektar. (Kec.Semarang
Barat, 2016)

2. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kecamatan Semarang Barat sebanyak 158.990 jiwa, terdiri
dari 78.650 orang laki-laki (49,60%) dan 79.480 (50,40%) perempuan
(BPS,2015) , yang terhimpun pada 53.339 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan
ditinjau dari kelompok umurnya, penduduk Kecamatan Semarang Barat

sebanyak 81,86% merupakan penduduk usia produktif (berusia 15-55 tahun)

(Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2016).

Jumlah penduduk usia produktif di kecamatan Semarang Barat yang besar

i

tentunya akan menjadi potensi sumber daya yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan di Kecamatan Semarang Barat. Agar potensi tersebut dapat

memberikan kontribusi optimal dalam pembangunan di Kelurahan maka
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perlu adanya upaya pemberdayaan bagi perempuan khususnya Pasangan Usia
Subur (PUS) melalui peningkatan peran dan reproduksi remaja, ketahanan
dan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jaringan KB. Salah satu Organisasi yang merupakan mitra
dalam mensosialisakan Program Keluarga Berencana adalah Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan konsep yang terarah,
terprogram demi kesejahteraan keluarga, yang keberadaan program KB
; tersebut harus dapat melembaga dalam perkembangan kependudukan.

‘ D1 samping itu perlu adanya peningkatan peran wanita/ perempuan dalam
peranan dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial, pembangunan,
kesehatan dan koperasi. Meningkatkan penanganan program Keluarga
Berencana dengan tujuan melembagakan dan membudayakan KB dalam
rangka membangun manusia seutuhnya melalui usaha-usaha (Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2016):

1) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif atas dasar tanggung jawab dan

kesadaran sendini

2) Membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat

3) Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk memahami arti pentingnya

KB

4) Menumbuhkan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk mengelola

program KB sebagai program masyarakat.
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2.1  Jumlah dan Kondisi Akseptor Program KB

Sejak tahun 2017, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
mengalami proses penataan sebagail upaya reformast birokrasi. Salah satu OPD
yang mengalami penataan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang dulu menangani 5 urusan
dirampingkan menjadi satu Dinas yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang menangani khusus urusan Keluarga Berencana. (Perda
Nomor 14, 2016).

Di Kecamatan Semarang Barat, urusan dari Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan. Tugas Pokok
dan Fungsi dari UPT Dinas dalduk dan KB adalah melaksanakan kegiatan teknis
operasional atau teknis penunjang yang menjadi kewenangan dari dinas induknya
dalam hal ini adalah Program Keluarga Berencana. Peran UPT sangat penting
sebagai penggerak lini lapangan Program KB, jadi sukses tidaknya salah satunya
dari peran Penggerak KB di UPT Dinas Dalduk dan KB di Kecamatan. (Perda
Nomor 14, 2016).

Data mengenai jumlah peserta KB aktif mix contraception Kecamatan

semarang Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.1
Peserta KB Aktif Mix Contraception

‘No Tahun 1UD MOW MOP IMP KDM STK  PIL

2011 1264 1353 164 855 1535 11372 2015
2012 1237 1314 164 826 1772 10543 2581
2013 1457 1339 167 940 1775 10.598 2.609
2014 1547 1314 229 764 2014 10.741 2491
2016 1746 1363 243 1004 1471 8204 2302

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (2016)

Terlihat bahwa jumlah peserta KB aktif di Kecamatan Semarang Barat
mengalami kenaikan pada peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) tetapi mengalami penurunan yang cukup tajam pada peserta KB Non
MKIJP. Tetapi secara total keseluruhan dari Peserta KB aktif di Kecamatan
Semarang Barat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2016
menjadi 68,72% (Bapermasper dan KB, 2016). Dari Key informan di UPT Dinas
Dalduk dan KB Semarang Barat, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya
penurunan jumlah peserta KB aktif mix contraception di Semarang Barat, seperti
pernyataannya berikut ini:

Jumlah PA (Peserta KB aktif) turun karena banyak faktor, yang

pertama karena Semarang Barat berada di wilayah Perkotaan, yang

kedua kekurangan jumlah PLKB sehingga tidak bisa menjangkau
sampai ke akar, dan informasi yang tidak merata di masyarakat.

Di UPT Dinas Dalduk dan KB Kecamatan Semarang Barat saat ini terdapat 4

orang Penyuluh KB dengan jumlah Kelurahan sebanyak 16 kelurahan. Dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44267



44267
89

komposisi tersebut, maka 1 orang PLKB mengampu 4 Kelurahan. Padahal
: idealnya 1 orang PLKB mengampu 1 Kelurahan, dampaknya terlihat pada
berkurangnya intensitas penyuluhan KB di masyarakat. Jika saja satu PLKB
| berada di setiap desa / kelurahan maka dapat memfasilitasi serta meningkatkan
| penggerakan dan mengajak masyarakat menumbuhkan program KB sehingga
Program KB dapat membantu mengatasi masalah kependudukan. (Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2016)

Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semarang Barat merupakan wilayah
perkotaan yang mempunyai ciri masyarakat yang relatif mandiri, rata-rata
berpendidikan tinggi dan mempunyai tuntutan kebutuhan yang spesifik.
Kehidupan individu dalam masyarakat mutlak bersifat sosial, artinya diantara
individu terdapat suatu perasaan saling ketergantungan satu sama lain agar
mampu memenuhi kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial maupun makhluk
individu. Secara sadar atau tidak , individu dalam masyarakat akan memiliki
kecenderungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai suatu
masyarakat, oleh karenanya individu-individu tersebut akan selalu mengadakan
hubungan dan interaksi dengan sesama, sehingga lahir individu baru sebagai
generasi penerus dalam masyarakat. Lahimya generasi baru sangat diperlukan,
namun demikian, jumlah kelahiran yang ada harus dapat dikendalikan dengan
cara-cara menurut batas kewajaran tanpa berlebihan, agar tidak terjadi over

populasi yang justru akan membuat kehidupan manusia menjadi penuh dengan
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permasalahan sosial. Cara tersebut adalah dengan melakukan KB (Keluarga
Berencana). Oleh karenanya, penyuluhan dan pemberian informasi-informasi
mengenai KB perlu dilakukan secara luas kepada masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.

2.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Edaran
Walikota No0.476/01572 Tahun 2014 tentang Pelayanan KB Gratis Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD & Implan). Surat Edaran ini diturunkan karena
1 keprihatinan dari Pemerintah akan jumlah Unmet Need dan CPR Kota Semarang
l yang tinggi. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk mewujudkan pembangunan
keluarga sejahtera yang berkualitas artinya setiap pasangan suami-istri dapat
menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak
antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab
terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.

Sasaran utama dalam implementasi kebijakan Program KB di Kota
Semarang adalah Pasangan Usia Subur (PUS) antara usia 18 sampai 49 tahun
yang berhak mendapatkan perlindungan dan hak reproduksi dalam membangun
keluarga yang berkualitas melalui penggunaan alat kontrasepsi. Komunikasi yang

dilakukan oleh Bapermasper dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Semarang (Saat ini Dinas
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Pengendalian Penduduk dan KB) kepada calon peserta KB maupun peserta KB
melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, maupun promosi yang
dilakukan oleh Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, bagi masyarakat Kota
Semarang yang ingin ber-KB bisa mendatangi langsung kantor UPT KB di setiap
Kecamatan di Kota Semarang  sebagai pelaksana teknis kegiatan yang
menggiatkan program keluarga berencana tersebut, maupun Puskesmas dan rumah
sakit.

Pada pelaksanaannya, tidak banyak masyarakat yang tahu akan SE
Walikota tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini :

Saya sama sekali tidak tahu ada Surat Edaran dan Walikota

tentang KB gratis, baru tau dari mbak. Tau gitu kemaren saya ga

bayar (pasang KB) ya he..he

] Dan informan tersebut dapat diketahui bahwa informasi SE Walikota

tentang pelayanan KB Gratis mengalami hambatan dalam proses penyampaian ke
sasaran. Padahal informasi yang terdapat dalam SE Walikota diharapkan dapat
mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan untuk memasang alat
KB. Informasi yang terhambat karena beberapa hal salah satunya adalah
pemilihan saluran media yang tepat. Karena kesalahan dalam pemilihan media
dapat mempengaruhi dalam pemahaman pesan. Media yang tepat untuk
penyampaian pesan dengan cakupan luas adalah melalui media sosial seperti

whatsapp, Twitter, facebook dan instagram.
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Bertentangan dengan pendapat informan, dari Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana memberikan pernyataannya
berikut ini:

Informasi sudah kami laksanakan secara berjenjang, sebelum diturunkan
sudah kami sosialisasikan dengan pelaksana program di lapangan, untuk
selanjutnya itu menjadi tugas dan lapangan dan kami agar informasi
sampai ke masyarakat, kalo misal ada yang tidak tahu berarti perlu
| pendekatan khusus.

Informasi tentang kebijakan Walikota secara berjenjang dilakukan dari
. tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kota
! Semarang selaku Provider KB. Dinas Kesehatan sendiri memerintahkan kepada
Puskesmas se-Kota Semarang untuk melaksanakan SE Walikota tersebut sesuai
dengan petunjuk. Dalam SE Walikota, disebutkan bahwa Pelayanan KB Gratis di
Puskesmas dilaksanakan sebulan sekali tanpa menyebut itu berlaku untuk semua
unsur masyarakat atau hanya masyarakat yang kurang mampu.Akhimya,
implementasi dari kebijakan tersebut diterjemahkan berbeda antara Puskesmas
satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan teori dari Sumodiningrat (1999), bahwa
prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah
dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap

pembangunan. Artinya bahwa setiap program yang dilaksanakan jika masyarakat

berperan aktif didalamnya, maka program akan berjalan dengan baik. Hal ini

berlaku untuk kebijakan Program Keluarga Berencana, sosialisasi yang
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menyentuh sampai ke masyarakat akan membuat masyarakat bergerak untuk
mengikuti program dan mengikuti prosesnya.

Di Kecamatan Semarang Barat terdapat 5 Puskesmas Induk dan 2
Puskesmas Pembantu yang melayani KB. Pada saat awal diedarkan SE Walikota
tersebut, tahun 2014, di Kecamatan Semarang Barat ada Puskesmas yang
langsung melaksanakan kebijakan KB Gratis dengan memasang jadwal khusus
setiap sebulan sekali berlaku untuk semua warga Kota Semarang. Tetapi masih
ada yang melaksanakan kebijakan tersebut hanya berlaku bagi warga kurang
mampu. Padahal warga kurang mampu jika ber-KB di cover secara gratis oleh
Jamkesmas/Jamkesmaskot (Jaminan Kesehatan Masyarakat / Jaminan Kesehatan
Masyarakat Kota), artinya SE Walikota tersebut menjadi mentah dalam
pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan berikut ini, seorang
Bidan di Puskesmas :

Ya saya tahu tentang SE Walikota tersebut, (tetapi) semua

kebijakan dari SE walikota tersebut tergantung dari Ka.Pus (kepala

Puskesmas) mau dijalankan.

Dari pernyataan tersebut, jalan tidaknya sebuah kebijakan juga tergantung
dari Implementornya. Peran pemerintahan dalam implementasi kebijakan
Keluarga Berencana diharapkan mampu menterjemahkan berbagai makna
filosofis ke dalam berbagai kebijakan operasional yang memungkinkan dapat
menggerakkan peran serta dan kepedulian masyarakat sejak tahap formulasi

kebijakan operasional sampai pemanfaatan hasil implementasi Keluarga
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Berencana. Di tangan birokrasi, peran serta masyarakat dalam formulasi,
unplementasi dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil kebijakan daerah
diartikulasi, diakomodir dan diagregasikan. Jadi implementasi kebijakan program
tersebut sangat tergantung pada kapasitas, kapabilitas, kuantitas dan kualitas dari
pola kepemimpinan yang ada.

Program KB yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang
penting dalam pelaksanaan Program KB. Sebuah Program akan dinilai berhasil
Jika bisa membawa perubahan yang positif pada masyarakat dan program tersebut
memang dibutuhkan oleh masyarakat.Hal ini sesuai dengan teori dari Conyers
(1991) yang memberikan tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam
Pembangunan yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat
setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan
gagal., 2. Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam
proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk
beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, 3. Partisipasi merupakan hak

;H demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Pemerintah kota merupakan tokoh yang menentukan berhasil atau tidaknya
implementasi berbagai kebijakan Keluarga Berencana yang ada. Oleh karena itu,

dituntut pemimpin yang menguasai teknis, konsepsi dan kemampuan
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interpersonal agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Pemerintah
Kota tidak hanya sekedar memberikan arahan, memantau dan mengawasi saja
tetapi juga dapat mengembangkan secara efektif perubahan sikap sesuai
kebutuhan. Pemimpin juga dituntut untuk mempunyai kemampuan interpersonal
yang mampu menggerakkan masyarakat, mengerti kemampuan staf , membangun
hubungan kerja sama, mengembangkan dan memelihara jaringan dan
memecahkan konflik secara baik. Seorang pemimpin juga harus mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan agar dapat menjalankan setiap proses aktivitas
termasuk keperluan yang menyangkut pelayanan di bidang Keluarga Berencana
dan teknologi informasi yang diperlukan (Yuki, 2010).

Dengan adanya Surat Edaran Walikota tentang pelayanan KB Gratis
| diharapkan terjadi peningkatan jumlah Peserta KB Baru. Tetapi data yang didapat
dilapangan justru terjadi penurunan jumlah akseptor KB baru yang dilayani di

Puskesmas Kecamatan Semarang Barat seperti Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Peserta Kb Baru di KKB Pemerintah
2014 2015 2016
435 370 292

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2016

Dalam rangka meningkatkan CPR dan TFR Kota Semarang, selain
menerbitkan Surat Edaran Walikota, Pemerintah Kota Semarang juga

1 mengadakan Program TPKBK (Tim Pelayanan KB Keliling). TPKBK bersifat
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dinamis untuk mendekatkan Pelayanan KB kepada masyarakat, terutama wilayah
yang jauh dari Pusat Pelayanan Kesehatan dan meningkatkan KB di wilayah
Legok (Wilayah yang capaian KB nya rendah). Pelayanan TPKBK ini
menggunakan MUY AN (Mobil Unit pelayanan KB) yang dapat digunakan untuk
pelayanan KB sesuai dengan jadwal di wilayah dengan alat kontrasepsi yang
dilayani adalah IUD dan Implan.

Jadwal kegiatan TPKBK dilaksanakan oleh UPT KB di masing-masing
Kecamatan dengan jadwal pemakaian MUY AN untuk pelayanan KB 2 kali dalam
setahun. Sementara untuk kebutuhan pelayanan KB tiap bulan dilayani di
Puskesmas. Dalam pelaksanaan Pelayanan KB TPKBK, setiap UPT KB
: Kecamatan selalu memberikan perangsang berupa uang transport untuk Akseptor
KB dan Kader pendamping dengan besaran yang bervariasi di masing-masing
Kecamatan. Pemberian perangsang tersebut diharapkan dapat menarik minat dari
calon akseptor KB dan akhirnya Akseptor tersebut dapat menyebarkan informasi
tersebut secara Getok Tular.Setiap pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB TPKBK

diperoleh Akseptor dengan jumlah yang bervariasi, seperti pada Tabel 4.3 berikut

ini
Tabel 4.3
Jumlah Akseptor KB TPKBK
2014 2015 ( 2016 2017
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt2 | Smtl Smt2 | Smtl Smt 2
18 25 22 29 37 43 74

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Semarang Barat, 2017
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Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah Akseptor pada Pelayanan KB
TPKBK di kecamatan Semarang Barat. Penulis berusaha mengetahui apa
penyebab pada tahun awal pelaksanaan dari tahun 2014-2015 jumlah Akseptor
KB kurang dari target yang ditetapkan dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017.
Dari Key Informan diperoleh keterangan bahwa Metode dalam penggerakan KB
lah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah Akseptor KB pada
Pelayanan TPKBK. Pada Tahun 2014-2015, Informasi Pelayanan KB Gratis
TPKBK dilaksanakan dengan metode yang sederhana, yaitu pemberian informasi
melalli PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) secara
berjenjang. Dan Informasi yang disampaikan oleh PPKBD disampaikan melalui
Rakord KB (Rapat Koordinasi KB) yang dihadiri oleh Sub PPKBD (Kader KB
Tingkat RW) dan dari SUB PPKBD disampaikan kepada Kelompok KB (Kader
KB Tingkat RT). Tetapi pada pelaksanaannya informasi pelayanan KB ini oleh
Kelompok KB hanya disampaikan pada saat pertemuan PKK, dimana pada saat
memberikan informasi seringkali tidak didengarkan oleh warga. Sehingga dalam
pelaksanaannya pemberian informasi melalui cara ini dianggap kurang efektif.
Seperti yang dikemukakan oleh Informan berikut ini:

Sebagai PPKBD saya mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan apapun Program Pemerintah, termasuk pelayanan

KB Gratis. Sudah saya infokan, tetapi tetep saja hasilnya ga
maksimal, seringkali kalo disampaikan saat PKK ga didengarkan.
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Implementasi yang baik tentu memerlukan adminstrasi yang baik dari
institusi penyelenggara program tersebut. Namun tantangannya adalah program
semacam ini bukan hanya menuntut institusi bergerak dengan baik, lebih dari itu
kepekaan masyarakat akan pentingnya program ini perlu ditingkatkan.
Masyarakat rasanya sudah tahu sejak lama tentang adanya program KB, artinya
tidak ada yang diragukan lagi tentang informasi program tersebut ada atau tidak.
Sudah hampir lebih dari satu dekade program itu disosialisasikan maka
tantangannya bukan lagi masyarakat tahu akan program KB, melainkan
masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam program KB. Kepekaan itulah yang
harusnya dibangun, institusi sebagai penyelenggara tentu dapat melakukan
komunikasi yang berkala kepada masyarakat yang tergolong kepada kelompok
sasaran. Komitmen aparatur dalam mengomunikasikan secara berkala menjadi hal
penting.

23 Faktor Komunikasi dalam Program KB

Implementasi kebijakan program KB dapat berjalan dengan baik apabila
proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak Bapermasper dan KB Kota
semarang dalam menjalankan program KB dilakukan dengan penuh tanggung
jawab sesuai dengan tujuan dan sasaran program KB, tetapi apabila komunikasi
tidak dijalankan dengan baik maka pelaksanaan program KB tidak akan berjalan
maksimal. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan suatu proses

yang sangat penting dalam pelayanan KB di bidang kesehatan, untuk itu sangat
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penting pula bagi peserta KB untuk mengetahui pengertian KIE itu sendiri
sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesehatan
ibu dan anak, serta keluarga.

Twuan dilaksanakannya KIE adalah untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru, membina
kelestarian peserta KB, meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang
dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan dan mendorong terjadinya
proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap
dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat
melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung
jawab. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketika mereka mengikuti
pelayanan KB Gratis yang digagas oleh pemerintah, dari mereka kurang
mendapatkan informasi yang cukup. Hal ini terjadi karena PLKB, PPKBD dan
Sub PPKBD mempunyai target untuk mengirimkan akseptor ketika ada pelayanan
KB gratis, sehingga ketika ada yang berminat KB langsung didata tanpa screening
yang cukup. Akhimya pada saat pelayanan terjadi akseptor yang tidak memenuhi
syarat untuk dipasang KB, misal calon akseptor MOW ternyata pernah operasi
usus buntu atau sectio dan beresiko terhadap kegagalan KB. Komunikasi menjadi
kunci yang sangat penting dalam kualitas pelayanan KB, jika hal ini diabaikan
maka bisa terjadi masalah di kemudian han.

Edward III (dalam Agustino, 2008) menjelaskan bahwa ada tiga hal penting
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dalam proses komunikasi, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.
1. Transmisi

Dalam Program Keluarga Berencana ada yang namanya sosialisasi Program
Keluarga Berencana. Int dilakukan sebagai penunjang program untuk
memberikan infomasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar
kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada Unit Pelaksana
Teknis Badan Semarang Barat. Informasi dan pemahaman yang sama dan
benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan. pemerintah, tujuan, sasaran,
pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan
kewajiban masing — masing,

Penyampaian program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana kepada setiap Unit Pembantu Teknis Badan Keluarga
Berencana yang ada di Kecamatan dilakukan secara langsung melalui rapat
koordinasi penyampaian Program Keluarga Berencana melalui forum PPKBD.
Kemudian setiap unit pembantu teknis di setiap kecamatan mensosialisasikan
kepada masyarakat di setiap Kecamatan dimana mereka ditunjuk termasuk di
Kecamatan Semarang Barat. Pada UPTB Semarang Barat ini sosialisasi
dilakukan melalui Rakor KB Tk Kecamatan, Rakor KB Tk Kelurahan, Tokoh
Formal(Lurah) dan Informal(Ketua TP PKK). Setiap minimal satu bulan sekali
dilakukan penyuluhan melalui pertemuan-pertemuan yang ada di Kelurahan

untuk mensosialisasikan Program KB termasuk salah satunya tentang pelayanan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44267
101

KB Gratis.Informasi Program KB dilakukan secara berjenjang dan tingkat
Kecamatan dilaksanakan oleh PLKB , tingkat kelurahan oleh PPKBD, tingkat
RW oleh Sub PPKBD dan akhirnya sampai kepada kelompok KB di tingkat RT.

Mengenai  penyampaian  perintah dan  arahan pelaksana  serta
penyampaian  informasi kepada masyarakat kecamatan Semarang Barat
informasi KB belum bisa diterima semua lapisan masyarakat secara merata. Hal
ini karena daya jangkau 1 orang PLKB yang tidak bisa maksimal disebabkan
minimnya jumlah PLKB yang ada. Kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan
penyuluhan di Posyandu menjadi hal yang langka bisa dilaksanakan. Kegiatan
KIE perseorangan melalui kunjungan rumah Pasangan Usia Subur (PUS) juga
menjadi hal yang sulit dilakukan.
2. Kejelasan Perintah dan Arahan Program

Berdasarkan tugas, fungsi PLKB telah tergambar bahwa PLKB harus
melakukan prosedur kerja PLKB secara tepat, efektif, efisien dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja PLKB dalam penggarapan
program merupakan acuan, prosedur kerja PLKB dalam melaksanakan
berbagai kegiatan operasional ditingkat lini lapangan, tetapi juga berguna
sebagai pedoman Kab/Kota, Provinsi terutama terkait dengan pembinaan,
orientasi serta penilaian dalam pelaksanaan tugas. Mekanisme kerja PLKB
dalam penggarapan program apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

dan secara sistematis akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap
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keberhasilan pelaksanaan operasional program Kependudukan dan KB ditingkat
lini lapangan.

Dalam melaksanakan tugasnya PLKB mempunyai mekanisme kerja yang
terdapat dalam 10 (sepuluh) langkah PLKB. Langkah ke 6 PLKB yaitu:
Pelayanan, Advokasi dan KIE. Tabapan ini merupakan tahapan inti yaitu berupa
pelaksanaan kegiatan, setelah melewati tabapan pertama dan kedua pada
tahapan ketiga bisa dikatakan sebagai tahapan pelaksanaan dalam proses
manajemen. Tugas PLKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai
kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam
melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya
penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program Kependudukan dan KB di
desa’kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan
program KB (KB-KR) dan program KS-PK. Pelayanan advokasi dan KIE |
pengendalian penduduk, KB dan KS Penerangan dan motivasi merupakan salah
satu kegiatan pokok dalam program Kependudukan dan KB agar masyarakat
mengetahui, mengerti dan akhirnya mau melaksanakan program kependudukan
dan KB. Penerangan dan motivasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. PLKB
harus mengajak dan mempersiapkan sebanyak mungkin orang, terutama tokoh
masyarakat untuk menjadi motivator dalam program Kependudukan dan KB.
Oleh karena itu petugas lapangan KB harus lebih dahulu mampu dan terampil

memberi penerangan motivasi, baik secara perorangan maupun melakukan
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penerangan kelompok.

Selain para tokoh melakukan KIE sesuai jadwal yang disepakati, PLKB
bersama kader dapat pula melakukan KIE dan Motivasi langsung kepada
masyarakat dengan pesan sesuai hasil analisis sasaran. Kegiatan ini akan sangat
dipengaruhi oleh kemampuan seorang PLKB dalam hal berkomunikasi dan
f memotivasi, karena itu seorang PLKB perlu membekali diri dengan
pengetahuan yang cukup mengenai program yang akan disampaikan kepada
sasaran kita, kemudian perlu dipelajari juga bagaimana caranya atau media
\ komunikasi yang akan digunakan agar pesan bisa lebih mudah dimengerti oleh
sasaran termasuk penggunaan bahasa yang digunakan, sebagai contoh apabila
akan melakukan penerangan dan motivasi kepada masyarakat ditingkat desa
atau di wilayah tertinggal tentu akan lebth mudah dipahami jika kita
menggunakan bahasa yang sederhana tanpa menggunakan istilah-istilah
akademis atau popular. Adapun maksud dan tujuan dari pemberian informasi
kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan sasaran tentang program kependudukan, KB dan

KS

2. Agar sasaran mau secara sadar menjadi peserta KB
3. Mampu mengajak tetangga, kerabat, untuk menjadi peserta KB
4. Agar sasaran bersedia ikut aktif dalam kegiatan Kependudukan, KB dan KS

5. Bersedia menjadi ketua PPKBD, Sub PPKBD, ketua kelompok UPPKS dan
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kegiatan KS lainnya

Sasaran secara umum yaitu bagi masyarakat pada umumnya, secara
khusus adalah bagi PUS yang belum ber-KB atau calon peserta KB, peserta KB
aktif, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga balita, keluarga pra KS dan KS 1 serta
pelaksana dan pengelola program. Pelaksana nya adalah : PLKB, Lurah, Tokoh
masyarakat, PKK, ulama, dll . Kegiatan antara lain dapat dilakukan melalui :
Penerangan atau penyuluhan dilakukan dalam dua bentuk yaitu penerangan
kelompok dan pemanfaatan media KIE secara tepatPenerangan kelompok
dilakukan dalam bentuk pengajian, arisan, pertemuan PKK, kenduri dan
sebagainya.

Pemanfaatan media KIE dilakukan dalam bentuk pemanfaatan media simulasi,
media cetak, media tradisional dan media elektronik. Materi yang disampaikan
antara lain:

a. Meningkatnya pengetahuan sasaran tentang program kependudukan dan KB
b. Sasaran memiliki sikap positif terhadap program kependudukan dan KB

¢. Meningkatnya pola dan kualitas PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS

d. Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga
3. Konsistensi Perintah

Melalm sosialisasi dan rapat yang diadakan mengenai materi — materi
program Keluarga Berencana yang mencakup kebijakan, program dan

mekanisme pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
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program. Dan melalui hal ini juga diharapkan pelaksanaan dilapangan sejak
awal dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan terencana sesuai dengan yang
diharapkan serta berjalan sesuai fungsinya. konsistensi Perintah dan arahan
pelaksana pada UPTB Semarang Barat sudah jelas, hanya saja pada kecamatan
Semarang Barat ini terhalang oleh kurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan.
Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi
probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar (Winamo, 2014).
Saluran-saluran komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pengendalian Penduduk
i dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebenarnya sudah terbentuk sejak lama
dengan membuat Kader KB di tingkat Kelurahan, RW dan RT, sedangkan di
tingkat Kecamatan dilakukan oleh Penyuluh KB.

Tetapi bagaimana bisa terjadi hambatan komunikasi yang menyebabkan
informasi Program KB seringkali tidak sampai? Proses implementasi kebijakan
terdiri dari berbagai petugas KB yang terlibat mulai dari manajemen puncak

sampai pada birokrasi tingkat bawah (Tingkat Kota sampai dengan RT). Dan

komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas
ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan

tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Semakin banyak lapisan atau pelaksana
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yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan
hambatan dan distorsi yang dihadapi (Winarno, 2014)

Jika masing-masing pihak sudah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
menjalankan Program, maka tidak mustahil Program KB akan berhasii sesuai
dengan tujuan yang diharapkan. Walau untuk menumbuhkan partisipasi dan
kesadaran masyarakatpun juga bukan hal yang mudah, tetapi dengan kegiatan
persuasive yang dilakukan secara terus menerus serta aktivitas komunikasi oleh
Petugas Medis, Penyuluh KB, Tokoh Masyarakat, maka dapat menggugah
kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat (Koentjaraningrat, 1990).

2.4  Faktor Disposisi

| Ada 3 (tiga) hal penting terkait dengan disposisi implementator; respon
implementator terhadap kebijakan, kognisi, serta freferensi nilai yang dimiliki,
yaitu:

a. Respon implementator terhadap kebijakan

Rendahnya tingkat pendidikan PLKB, menjadikan rendahnya mereka dalam
| merespon kebijakan dari atas, hal ini terungkap dari seorang informan dari

seorang petugas:

Rendahnya keingintahuan PLKB akan hal-hal baru dari kebijakan

program, karena sudah dianggap sebagai makanan sehari-hari,

sehingga perubahan-perubahan yang terjadi kurang bisa diikuti.
Rendahnya responsivitas petugas terhadap kebijakan dapat dibaca dari

ungkapan beberapa responden, antara lain dapat ditunjukkan dari keluhan
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responden yang mengeluhkan tidak adanya informasi untuk melaporkan keluhan
yang dideritanya. Hal ini diakibatkan betapa petugas kurang peduli atau kurang
merespon terhadap pedoman kebijakan yang mewajibkan para petugas (PLKB)
untuk konseling pasca pelayanan KB.

b. Kognisi

Penggunaan media penyuluhan yang konvensional, menunjukkan betapa
peméhaman kebijakan peningkatan kesertaan KB yang seharusnya dapat melalui
kebijakan pelayanan di tempat kerja atau di rumah, seperti memberikan
penyuluhan di Pabrik oleh petugas PLKB, hal ini tercermin dari keterangan
informan ,seorang pekerja Pabrik yang hanya mendapatkan informasi sepotong-
potong dari temannya atau dari dari pertemuan PKK yang informasinya kurang
lengkap.

Pengetahuan tentang media yang dimiliki oleh petugas terbatas hanya
pada saat Rakor KB tingkat Kelurahan sebagai tempat penyuluhan, sementara
itu sesungguhnya informan menginginkan pesan KB bisa sampai ke telinganya.
Kunjungan rumah dari pintu ke pintu seperti layaknya PLKB jaman dulu sudah
tidak pernah dilakukan sekarang, hal ini diungkapkan oleh informan, seorang
Kader yang sudah puluhan tahun ikut menggerakkan Program KB di Masyarakat.

¢. Preferensi nilai

Keteladanan untuk menggunakan alat kontrasepsi belum bisa diteladani

dari PLKB sendiri selaku petugas yang menggerakan Program KB. Fenomena
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semacam ini sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan kelompok
penerima program (masyarakat) ketika kemungkinan di salah satu
kesempatan menanyakan “Kenapa petugasnya tidak memanfaatkan alat
KB?”

Kondisi sebagaimana yang terungkap di atas, seperti semakin
dekatnya purna tugas, serta rendahnya tingkat keingintahuan tentang sesuatu
yang baru, menjadikan sikap dan komitmen tentang tugas pokok dan
fungsi mereka sebagai seorang PLKB juga rendah. Hal ini dirasakan oleh
Q; informan , seorang PLKB yang mengatakan etos kerja temannya rendah,
| dilihat dari ketidakdisiplinan jam kerja dan tidak jelasnya pekerjaan mereka
i sehari-hari.

Menurut Edward 1II dalam Winarno (2014), kecenderungan-
, kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai
| konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para
pelaksana mempunyai kecenderungan bersikap positif atau mendukung terhadap

kebijakan Program KB maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi

kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Demikian sebaliknya, jika
para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap kebijakan karena konflik
kepentingan maka implementasi kebijakan Program KB akan menghadapi kendala
yang serius. Contohnya adalah ketika Petugas KB memberikan penyuluban

tentang alat kontrasepsi kepada masyarakat, padahal petugas KB sendiri tidak
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memakai alat kontrasepsi tidak dengan alasan yang khusus. Hal ini merupakan
sikap implementator yang kurang baik terhadap kebijakan Program KB dan

pemerintah.

2.5  Faktor Sumber Daya

Di UPT Semarang Barat, jumlah Penyuluh KB saat ini ada 4 (empat)
orang dan masing-masing PLKB mengampu 4 Kelurahan. Pendidikan mereka
terdiri dari 2 orang berpendidikan- SMA, 1 orang Diploma dan 1 Orang dari

Sarjana. Seperti Tabel 4.3 berikut ini.

! Tabel 4.4

} Tingkat Pendidikan dan Umur PLKB Kec.Semarang Barat
| No PLKB Umur Pendidikan
| 1 PLKB 1 54 SMA

M‘ 2 PLKB 2 53 SMA

; 3 PLKB 3 54 D3

| 4 PLKB 4 37 S1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 2017

Sumber daya di dalam pelaksanaan program KB di Kota Semarang adalah
aparatur dan para pelaksana di lapangan, oleh karena itu, para aparatur dan

pelaksana ini harus diberdayakan supaya kemampuannya meningkat dalam

melayani masyarakat. Selain itu ada sumber daya yang bisa diperbarui seperti alat
pendukung atau fasilitas dalam program KB seperti alat kontrasepsi contohnya
adalah kondom dan suntik yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Sumber

daya selain aparatur, sumber daya lainnya yang perlu diperhatikan juga adalah
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sumber daya waktu dan sumber daya keuangan. Karena apabila di dalam suatu
pelaksanaan program anggarannya tidak mencukupi maka akan menjadi persoalan
yang pelik untuk merealisasikan apa yang akan dituju dalam suatu program
tersebut walaupun manusia nya memiliki kompetensi dan kapabilitas. Demikian
pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja
dan kucuran dana berjalan lancar, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang
terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan

implementasi suatu program.

1 Dari berbagai faktor Sumber Daya, kegagalan yang sering terjadi dalam
| implementasi kebijakan disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,

mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya (Agustino, 2008).

Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak cukup menyelesaikan
persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan

kebijakan.

2.6  Faktor Struktur Organisasi

Karakteristik sikap pelaksana dalam melaksanakan program KB di Kota semarang
umumnya dan Kecamatan Semarang Barat pada khususnya dapat dilihat melalui
struktur organisasi, aturan-aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
Struktur organisasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana mengenai pembagian

tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Struktur organisasi mempunyai peranan
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penting dalam pelaksanaan program KB di di wilayah dimana suatu kebijakan
yang dibuat dimulai dari atasan untuk kemudian aparatur menjalankan kebijakan
tersebut. Struktur organisasi Bapermasper dan KB (saat ini Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB) dibentuk berdasarkan kebutuhan jadi bagian atau bidang yang
dibentuk sesuai dengan tugas pokok di bidang KB dan pemberdayaan perempuan
yaitu bagian yang dibentuk adalah bagian kesehatan, bagian pengendalian
penduduk, bagian KB, bagian program dan bagian pemberdayaan perempuan, itu
merupakan hal-hal teknis. Sedangkan hal-hal non teknis nya adalah bagian
keuangan dan kepegawaian. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan
dari setiap lembaga dimana setiap lembaga mempunyai peranan yang berbeda-
beda di dalam kegiatan pemerintahan. Struktur birokrasi terdiri atas dua indikator
yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi (Winamo, 2014),
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk
memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Dengan menggunakan
SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat
berfungsi untuk  menyeragamkan tindakan-tindakan  pejabat  dalam

mengimplementasikan kebijakan Program KB. Selain itu, fungsi dari SOP yaitu

sebagai panduan dalam melakukan aktivitas kerja sehingga arus kerja menjadi
lebih baik dan dapat menjadi dasar hukum ketika terjadi penyimpangan kerja.
SOP sangat diperlukan dalam melaksanakan Program KB, karena dalam

menjalankan sebuah Program jika sudah ada standar yang baku, maka dapat
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meminimalisir terjadinya permasalahan. SOP yang sudah dibuat dapat
disosialisasikan kepada pihak-pthak terkait yang terlibat dalam Program KB
sehingga dapat terjadi koordinasi dan penyebaran tanggung jawab dalam
mengimplementasikan kebijakan (Winamo, 2014).

2.7  Faktor Lainnya/Lingkungan

Masalah Agama, meskipun oleh beberapa informan tidak mempengaruhi
peningkatan kesertaan KB sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa
informan sasaran program “Bahwa KB asal tujuannya baik, tidak bermaksud
buruk ya tidak masalah”. Dari sisi Tokoh Agama sendir, informan tidak melarang
oang ber KB, karena itu urusannya pribadi.

Kemudian dimensi lain, seperti budaya masyarakat nampaknya cukup
mempengaruhi kesertaan KB. Sebagaimana diketahui bahwa budaya Indonesia
umumnya masth banyak yang menganut ‘“Banyak anak banyak rejeki” . Kalau
mempunyai banyak anak, maka akan banyak yang membantu perekonomian
keluarga. Seperti pernyataan informan berikut ini:

Saya ga ikut KB karena bukannya banyak anak banyak rejeki, banyak

yang membantu tugas-tugas rumah dan kalo sudah gede membantu
orangtua cari uang

Selain itu, keputusan ikut ber KB juga ditentukan oleh keputusan dari suami,
dimana dalam keluarga penentu utama keputusan rumah tangga ada pada
suami, tak terkecuali juga dalam menentukan siapa yang selayaknya ber-KB,

di sisi lain wanita atau istri secara umum juga menerima begitu saja dan bahkan
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sangat menghormati dan menjaga keputusan suami, hal ini dapat ditangkap
dari informan, seorang ibu muda yang tidak ber-KB.

Saya sebenarnya ingin ikut KB tapi suami saya meiarang, soalnya
anaknya masih kecil-kecil. Takut mengganggu gitu.

Selain itu rumor-rumor yang beredar di masyarakat juga turut andil dalam
membuat kesertaan ber KB masyarakat kurang. Rumor/desas-desus adalah berita
yang beredar di masyarakat yang belum tentu kebenarannya, tetapi seringkali
dianggap benar oleh masyarakat. Seperti misalnya pasca dipasang IUD badan
menjadi sering sakit-sakitan, karena ada orang yang pasang IUD dan kebetulan sakit

maka dikait-kaitkan dengan IUD, padahal hal itu tidaklah benar. Mengingat rumor ini

bisa muncul sewaktu waktu maka PLKB bersama dengan Kader KB haruslah

; berusaha memberikan KIE yang tepat kepada masyarakat.Identifikasi terhadap rumor
KB juga haruslah tepat dan butuh kesabaran tinggi, karena menyangkut masyarakat
banyak jadi harus ditangani dengan cara-cara yang benar.

Partisipasi masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana akan
bermanfaat untuk membentuk perilaku dan membantu suksesnya Program KB.
Tetapi sebuah kebijakan juga harus memperhatikan unsur sosial dan budaya yang ada

di masyarakat karena unsur sosial dan budaya bisa menjadi penentu berhasil tidaknya

sebuah program. Secara sosiologis, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya
akses informasi yang diterima dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat

(Sutrisno, 1997). Informasi yang terbatas akan mempersulit masyarakat untuk
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membayangkan dampak negatif dan positif dari suatu program, sehingga mereka
tidak bisa menentukan apakah akan aktif atau tidak untuk mengikuti Program KB.
Sumber daya manusia yang rendah dengan pola pikir tradisional dan

dilatarbelakangi oleh faktor agama dan kultur agama. Faktor jangkauan Program KB
yang terbatas karena jumiah Penyuluh KB yang berkurang dan minimnya informasi
PUS tentang alat kontrasepsi. Disamping itu, pengaruh lingkungan dan infern
keluarga juga berpengaruh terhadap keputusan PUS untuk menjadi Unmet Need.
2.8 Strategi Pendekatan dalam Program Keluarga Berencana

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga
Berencana di Kecamatan Semarang Barat dan permasalahan yan ditemui di lapangan,
maka diperlukan strategi—strategi pendekatan dalam Program KB dengan tahapan
seperti berikut:
1. Tahap perluasan jangkauan

Pola tahap ini penggarapan program lebih difokuskan lebih kepada sasaran :

a. Cakupan wilayah

Penggarapan wilayah dengan penggarapan program KB lebih diutamakan

pada penggarapan wilayah potensial di kecamatan Semarang Barat dengan
kondisi jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang besar.
Di Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 16 Kelurahan, maka perlu
dipetakan per kelurahan jumlah penduduk dan LPP serta prosentase angka

kepesertaan KB. Dari pemetaan tersebut maka akan terlihat potensi wilayah
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masing-masing dan setelah mendapatkan datanya maka diperlukan upaya

penggerakan di wilayah yang memerlukan penggarapan.

b. Cakupan khalayak

Mengarah kepada upaya mendapatkan akseptor KB sebanyak-banyaknya.

Pada tahap ini pendekatan pelayanan KB didasarkan pada pendekatan klinik

KB yang ada di wilayah kecamatan Semarang Barat.
2. Tahap pelembagaan

Tahap ini merupakan tahap perluasan jangkauan dengan bekerjasama dengan
: pthak lain (Stakeholders). Yaitu dengan mengadakan pendekatan kepada
Tokoh Formal seperti Lurah dan Tokoh Informal seperti Ketua Tim
Penggerak PKK dan Dinas Kesehatan /Puskesmas dengan prioritas pelayanan
U kontrasepst dengan metode jangka panjang, dengan memanfaatkan
| momentum-momentum besar Pelayanan Kb Gratis seperti Hari Kesatuan
Gerak PKK, Hari Kontrasepsi dan Hari Keluarga Nasional.

;: 3. Tahap pembudayaan program KB

Pada tahapan ini Program Keluarga Berencana diharapkan dapat menjadi
budaya di masyarakat dalam jangka panjang . Dimulai dengan Pendidikan KB
di sekolah-sekolah, supaya generasi muda yang nantinya akan berkeluarga
sudah mengetahui dan mampu menerapkan ketika dewasa. Selain itu untuk
mendekatkan dan membiasakan masyarakat dengan Program KB perlu

adanya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan
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memberikan penerangan konseling, advokasi, penerangan kelompok
(penyuluhan) dan penerangan massa melalui media cetak, elektronik.

Dengan penerangan, motivasi diharapkan meningkat sehingga terjadi
peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan peniaku masyarakat dalam
berKB, melalli pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga

tercapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Beberapa kesimpuilan dan saran dari penelitian tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Program KB adalah berikut ini
1. Partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Semarang Barat
cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kurang aktifnya masyarakat untuk
mengikuti Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah
[ seperti Pelayanan KB Gratis [UD dan Implan di Puskesmas, Pelayanan KB
Gratis dengan Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan) serta Pelayanan KB Gratis
MOW dan MOP di Rumah Sakit .
2. Penyebab partisipasi masyarakat yang cukup rendah di Kecamatan Semarang
Barat dikarenakan faktor-faktor:
a. Komunikasi
Komunikasi, Informasi dan edukasi yang kurang kepada masyarakat
terutama kepada calon akseptor. Cakupan komunikasi yang kurang yang

disebabkan jumlah SDM yang minim dan luasnya wilayah menyebabkan

saluran komunikasi menjadi terhambat.

b. Sumber Daya
Masih kurangnya jumlah SDM dan rendahnya kualitas Swmber Daya
Manusia di UPT Semarang Barat, yang indikasinya ada beberapa PLKB

yang berpendidikan SMA. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan program
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yang kurang maksimal, yang umumnya ditunjukkan dengan keengganan
implementor untuk meningkatkan kualitas diri. Kondisi demikian juga
menjadikan isi pesan umplementator sangat terbatas pada apa yang di
dapatkan tempo dulu.

c. Disposisi
Respon Petugas KB yang kurang dalam implementasi kebijakan serta
Penggunaan media penyuluhan yang masih konvensional dan lebih banyak
memanfaatkan pertemuan-pertemuan di Balai Kelurahan, sehingga kurang
dapat menyentuh sasaran KB sampai ke akar.

d. Struktur Birokrasi

; Standard operational procedure (SOP) untuk menyeragamkan tindakan-

tindakan dan upaya menanggulangi keadaan-keadaan umum Pelayanan

KB belum ada. Terutama ketika ada kejadian kegagalan KB atau terjadi

komplikasi akibat KB.

e. Pengaruh Lingkungan, Budaya dan Agama

Dimensi Lingkungan kebijakan teryata juga mepunyai andil yang cukup

besar dalam partisipasi masyarakat dalam program KB. Hal ini
ditunjukkan dengan masih adanya keengganan ber-KB karena Agama,
sikap istr1 yang harus patuh terhadap suami termasuk keputusan ber-KB,
rumor-rumor tentang KB yang beredar di masyarakat, serta semboyan

“Banyak anak banyak rejeki” dan juga lingkungan masyarakat yang berada
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di wilayah perkotaan serta motivasi istri untuk menggunakan alat
kontrasepsi lemah.

3. lImplementasi kebijakan Program di Kota Semarang berjalan cukup baik, hal
ini dibuktikan dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, yang
menjadikan KB sebagai dinas tersendiri pada tahun 2017 vaitu Dinas
pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebagai respon atas regulasi
Desentralisasi kewenangan pemerintah di bidang Keluarga Berencana.

4. Strategi pendekatan untuk memasyarakatkan Program Keluarga Berencana
pada masyarakat di Kecamatan Semarang Barat dilakukan melalui 3 (tiga)
tahapan, yaitu tahap perluasan jangkauan, tahap pelembagaan dan tahap

pembudayaan Program KB.

B. Saran

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Semarang selaku
implementator Program KB perlu membuat SOP (Standard Operating
Procedure) dalam pelayanan KB terutama jika terjadi kegagalan dan

komplikasi KB. SOP diperlukan untuk menyeragamkan tindakan dan

meminimalisir masalah bagi petugas pelaksana Program. Untuk itu Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB perlu melakukan kerjasama yang lebih baik
dengan Dinas Kesehatan, Kementrian Agama, PKK untuk bersama-sama

melaksanakan Program KB dengan acuan dari SOP yang sudah dibuat.
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2. Pemerintah Kota Semarang atas usulan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
perlu menambah jumlah personil Penyuluh KB baik melalui rekruitmen tes
CPNS ataupun tenaga kontrak dikarenakan semakin berkurangnya jumiah
Penyuluh KB karena pensiun, mutasi dan meninggal. Untuk meningkatkan
kualitas SDM juga diperlukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) seperti
Pelatihan Public Speaking dan Pelatihan komputer.

3. Sebelum calon akseptor mengikuti Pelayanan KB yang diadakan, Penyuluh KB
perlu melakukan screening terhadap kondisi calon akseptor KB yang lebih
tajam dan lebih dalam baik melalui informed concent (lembar persetujuan
dilakukan tindakan KB) ataupun konseling, sehingga kualitas dalam pelayanan
KB terjaga dan meminimalisir terhadap kegagalan dan komplikasi KB. Selain

itu Penyuluh KB perlu melakukan pelayanan KB pasca pemasangan, sehingga

akseptor merasa diperhatikan dan dapat mengantisipasi masalah jika ada
keluhan. Penjaringan akseptor melalui metode lama perlu dilaksanakan lagi
oleh Penyuluh KB seperti kunjungan rumah kepada PUS belum KB atau ibu

Hamil dengan bekerjasama dengan Gasturkes (Petugas Survailan Kesehatan)

4. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang dan Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Kecamatan Semarang Barat secara intensif
melaksanakan  promosi Program KB dengan menyebar pamflet, leaflet,
spanduk di pusat keramaian seperti Car Free Day dan di Pusat perbelanjaan.

KIE lewat media massa seperti koran untuk menyampaikan info pelayanan KB
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ataupun sosialisasi kebijakan Program KB juga terbukti lebih efektif untuk
menjaring akseptor. Selain itu pelayanan KB di Pabrik dan acara Grebeg Pasar

secara berkala juga bisa mendobrak capaian KB Akseptor baru.
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